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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  12  TAHUN  2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 

TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 dan     

Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11  

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan 

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5188); 

3.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5252); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5883); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14         TAHUN 2016 

TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5883) diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman adalah kegiatan perencanaan, 

pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, 

termasuk di dalamnya pengembangan 

kelembagaan, pendanaan dan sistem 

pembiayaan, serta peran masyarakat yang 
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terkoordinasi dan terpadu. 

2. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah 

satu kesatuan sistem yang terdiri atas 

pembinaan, penyelenggaraan perumahan, 

penyelenggaraan kawasan permukiman, 

pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan 

peningkatan kualitas terhadap perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan 

tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta 

peran masyarakat. 

3. Kawasan Permukiman adalah bagian dari 

lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik 

berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, 

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal 

atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan 

yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan. 

4. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan 

Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu 

satuan permukiman. 

5. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan 

Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan 

perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, 

utilitas umum, serta mempunyai penunjang 

kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau 

kawasan perdesaan. 

6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai 

bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun 

perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, 

sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya 

pemenuhan rumah yang layak huni. 

7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi 

sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana 

pembinaan keluarga, cerminan harkat dan 

martabat penghuninya, serta aset bagi 

pemiliknya. 
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8. Hunian Berimbang adalah Perumahan atau 

Lingkungan Hunian yang dibangun secara 

berimbang antara Rumah sederhana, Rumah 

menengah, dan Rumah mewah. 

9. Dana Konversi adalah dana yang berupa dana 

kelola atau dana hibah yang diperoleh dari pelaku 

pembangunan sebagai alternatif kewajiban 

pembangunan Rumah sederhana bersubsidi 

dalam pembangunan Perumahan dengan Hunian 

Berimbang yang dihitung berdasarkan rumus 

perhitungan konversi. 

10. Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli yang 

selanjutnya disebut Sistem PPJB adalah 

rangkaian proses kesepakatan antara Setiap 

Orang dengan pelaku pembangunan dalam 

kegiatan pemasaran yang dituangkan dalam 

perjanjian pendahuluan jual beli atau Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli sebelum ditandatangani akta 

jual beli. 

11. Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli yang selanjutnya disebut 

PPJB adalah kesepakatan antara pelaku 

pembangunan dan setiap orang untuk melakukan 

jual beli Rumah atau satuan Rumah susun yang 

dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan 

sebelum pembangunan untuk Rumah susun atau 

dalam proses pembangunan untuk Rumah 

tunggal dan Rumah deret yang dibuat di hadapan 

notaris. 

12. Pemasaran adalah kegiatan yang direncanakan 

pelaku pembangunan untuk memperkenalkan, 

menawarkan, menentukan harga, dan 

menyebarluaskan informasi mengenai Rumah 

atau Perumahan dan satuan Rumah susun atau 

Rumah susun yang dilakukan oleh pelaku 

pembangunan pada saat sebelum atau dalam 

proses sebelum penandatanganan PPJB. 
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13. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik 

Lingkungan Hunian yang memenuhi standar 

tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang 

layak, sehat, aman, dan nyaman. 

14. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian 

yang berfungsi untuk mendukung 

penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan 

sosial, budaya, dan ekonomi. 

15. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang 

untuk pelayanan Lingkungan Hunian. 

16. Rencana Kawasan Permukiman yang selanjutnya 

disebut RKP adalah dokumen rencana sebagai 

pedoman dalam memenuhi kebutuhan 

Lingkungan Hunian di perkotaan dan perdesaan 

serta tempat kegiatan pendukung yang 

dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang. 

17. Rencana Pembangunan dan Pengembangan 

Perumahan yang selanjutnya disebut RP3 adalah 

dokumen rencana sebagai pedoman dalam 

memenuhi kebutuhan penyediaan Perumahan 

beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

Perumahan sebagai bagian dari perwujudan 

pemanfaatan tata ruang yang mengacu pada RKP. 

18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota 

yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota 

adalah rencana tata ruang yang bersifat umum 

dari wilayah kabupaten/kota, yang merupakan 

penjabaran dari rencana tata ruang wilayah 

provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, 

strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, 

rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, 

rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, 

penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, 

arahan pemanfaatan ruang wilayah 

kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian 

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 
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